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Mengingat : 1.

b.

BIIPATI IIATIITGAI{

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ...

Tahun 2OL3 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A12, sebagai

rincian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Tahun Anggaran 2OL2;

batrwa untuk rnemenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tsotang Pqiak Bumi dan

Bangunan {Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun L994 tentang Perubahan atas Uadang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pqiak Bumi dan Bangunan {Lembaran

Negara Republik Indoaesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569!;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
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3.

Kabupaten l"amandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah {tr emharan Negara

Republik Indonesia Tahun 2QO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ofl2 Nomor 137, Tarnhahan l"embafafr

Negara Republik Indonesia Nomor a25,0l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaal

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OA\

undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa?ll;

Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor

L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437| sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Ncmor 12 tahrrrr 2OO8 tentang perubahan kedua

atas undang- undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88a);

Undang-Und.ang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4.

5.

6.

7.

8.

9.



{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daerah dan

Retribusi Daerah {Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun

zOOq Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2OOq tentang Pengadilan Tindak

Pidana Kompsi {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 155, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O7a);

12. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZALL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik

Indoaesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor Sffia);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2o Tahun 2OO1 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggarall Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun }AAL Nomor 41,

Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor ao90);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 bntang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AA4 Nomor 90, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AAT

tentang Perubahan 1{sfiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewa:r Perwakilan Rakyat Daerah

(I.embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTL2l;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahrrn 2OO5 Nomor 48, Tarnbahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5O2);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

131, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a57A);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor L37, Tambahan Ixmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5751;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Sistem

Informasi Keuangaa Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintatr Nomor 57 Tahun 2OOE tentang Hibah

Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs

Nomor 139, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5771;

2O- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nemor 14O, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45781;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

22-Peratttram Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A016 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun }AAG Nomor 25, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

23- peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagiart

Urusan Pemerintahan antara Pemerintatr, Pemerintahan Daerah



Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kata, il"embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afi7l;

24. Peraturan Pemerintale Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman

Evaluasi Penyeleaggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tatnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlA Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8151;

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OO8 tenta-ng Pembagian

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keweaangan Pemerintah

Kabupaten Katingan {L,embaran Daerah Kabupaten Katingal

Tahun 2008 Nomor 3);

27.Perabaran Daerah Kabupaten Kalingan Nomor 1 Tahun 2OAg

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OAg Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011" tentang Anggaran

Pendapatan dan Bela:{a Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2072 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingar Tahun

2O1l Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun zOtZ tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahua 2Al2 Nomor 24);

30" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 Entang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan lUenteri Dalam

Negeri Nornor 2L Tahun 2o11 tenta.ng Perubahan Kedua ata.s

Perafirran Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3L.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tala:un 2O11 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Al2;



Menetapkan :

32. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2Al2 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2AL2 {Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2OL2 Nomor 47);

33. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2Ot2 tentang Peqiabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran

ZALZ {Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Al2 Nomor 89}'

SIEUUTI'SKAT{ :

PERATI'RAI5 BT'PATI KA?IITGAIY TE!5"AITG PEIWABARAIT

PER;,rAITGGTIilGLIAWABAIT PEI"AI{SIUTAAIT AITGGARAT PEITDAPA]rAIT

DAIT BEI*AHJA DASRAIT TAIIU$ AIIGGARA!5 2,$L2

BA'B I

KETEITTI}AT T'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal! urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daera-h yang selanjutnya disebr:t DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah BuPati Katingan;

5. Pertanggungiawaban adalah Laporan Keuangan yaflg disusun

sesuai standar Al(tmtansi Pernerintah yang terdiri atas l"aporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan;

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan--



BAB II

trtEALIS/TsI AfiGG}ARAX

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2Ol2 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatanyang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belaqia Pegawai

2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
a) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja ?idak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Pembiayaan

a. hnerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran kmbiayaan
Jumlah Pembiayaan Neto

30.932.864.669,86

608.758.032.949,40

44.255.5S1.331,24

683.946.458.950,10

247 -727.146.282,40
0,00
o,00

L6.222.380.000,00
1.336.500.000,00
1.318.213.800,00

22.449.556.655,00
32A.5+2.000,00

289.374.338.737,00

23.305.368.343,00
113. i85.51+.902,00
266,499.A40.015,00

3.

402.989.923.264,40

Jumlah Belanja 692.364.261.997,00

242.846,313.294,42

3.500.0m.000,00
239.346.313.29+,42

Sisa l*bih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 230.928.51A.247,52

Pesal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimama dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Eupati Katingan ini-

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi araggaran sebagaimarea. dimaksrrd dalam Pasal 2 dirinci

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 5

penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Katingan ini-

kgel 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagran yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini'

BAB III

PEITT'TT'P

Pasal 7

peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan a r,
Pada tanggal, x-t r€*sn-ts ;rot'
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